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KEPALA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 02  TAHUN 2026
TENTANG
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGBENDA

	Menimbang
	:
	a. bahwa pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan lagi oleh Desa;
b. bahwa pendapatan Desa yang dianggarakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berkenan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;
c. bahwa Desa dalam penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa mempunyai sumber pendapatan yang menjadi pendapatan asli Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;

	Mengingat
	:
	1. [bookmark: _Hlk51312696]Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang  6 Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor  168,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);


6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257 );
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 80);

	
	
	Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA
DAN 
KEPALA DESA KEDUNGBENDA

MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	Peraturan Desa Kedungbenda tentang Sumber Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2026

	
	
	BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
1. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cilacap.
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
1. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
1. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.
1. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
1. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan  yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
1. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
1. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.
1. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
1. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tida bergerak.
BAB II
SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA
Pasal 2
Kelompok pendapatan asli Desa terdiri atas jenis :
a. hasil usaha;
b. hasil aset;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. lain-lain pendapatan asli Desa.
Pasal 3
Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain :
a. bagi hasil BUMDes selama 1 (satu) tahun anggaran memberikan pemasukan ke Kas Desa sebesar RP 3.000.000
b. hasil tanah bengkok dengan luas 17 Ha dilakukan dengan sistem sewa/bagi hasil selama 1 (satu) tahun anggaran memberikan pemasukan ke Kas Desa sebesar RP 592.500.000
Pasal 4
Hasil aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain :
a. hasil sewa tanah kas desa dengan luas 17 Ha dilakukan dengan sistem sewa/bagi hasil selama 1 (satu) tahun anggaran memberikan pemasukan ke Kas Desa sebesar RP 128.400.000
b. hasil kios milik desa selama 1 (satu) tahun anggaran memberikan pemasukan ke Kas Desa sebesar RP 22.200.000



Pasal 5
1. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh  juta rupiah.
1. Swadaya masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
a. Kegiatan Pembangunan Kios Milik Desa sebesar Rp 20.000.000
1. Swadaya masyarakat pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
BAB III
KETENTUAN LAIN
Pasal 7
Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.









BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungbenda

Ditetapkan di Desa Kedungbenda
[image: ]Pada tanggal 03 Januari 2026
KEPALA DESA KEDUNGBENDA



TUMIRAN

	Diundangkan di Kedungbenda
Pada Tanggal 03 Januari 2026
[image: ]SEKRETARIS DESA KEDUNGBENDA


MAWARTI
[bookmark: _GoBack]LEMBARAN DESA KEDUNGBENDA TAHUN 2026 NOMOR 02
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